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KEBIJAKAN UTANG LUAR NEGERI INDONESIA

A. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia
Melihat kondisi perekonomian Indonesia, dalam perjalanannya Negara
Indonesia memiliki sistem perekonomian dari tahun ke tahun. Sistem yang
diterapkan selalu mengalami perubahan dari tahun ketahun sepanjang sejarah.
Menurut sistem perekonomian yang pernah di anut oleh Indonesia bahwa
Indonesia menjalankan perekonomian tidak bergerak dengan sendirinya, akan
tetapi ada Negara-negara yang ikut dalam kebijakan serta penerapan ekonomi
di Indonesia, Misalnya Amerika Serikat, Jepang serta Negara-negara maju
yang ada di Asia maupun Eropa.
1. Sejarah Perckonomian Indonesia
a. Sejarah Perekonomian Indonesia Sebelum Tahun 1966
Sekitar dua puluh tahun pertama merdeka, perekonomian Indonesia
berkembang sesuai dengan keinginan Bangasa dan rakyat Indonesia,
dimana, perilaku kenaikan harga-harga barang secara agresif
sebenarnya sudah terlibat sejak tahun 1955. Ketika itu laju inflasi,
diukur dengan Indeks Biaya Hidup di Jakarta, naik 33 persen.
Berdasarkan ini mencapai angka 40 persen pada tahun 1958. Laju
inflasi tahunan selama periode 1955-1960 rata-rata 23,5 persen.

Menjelang tahun 1960 terlihat tanda-tanda inflasi mereda, namun
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terus hingga tahun 1966. Pada tahun berakhirnya rezim orde lama in,
Indonesia menggoreskan catatan penting yang tak diinginkan dalam
sejarah perekonomiannya, laju inflasi sekitar 650 persen.

Masa orde lama juga ditandai dengan berbagai fenomena ekonomi
yang tidak menyenangkan seperti nasionalisme perusahaan-perusahaan
asing, kekurangan capital, kebijakan anti-investasi asing, hilangnya
pangsa pasar sejumlah komoditas dalam perdagangan internasional,
dan tekanan atas neraca pembayaran yang mengakibatkan depresiasi
rupiah. Nasionalisme perusahaan-perusahaan asing dimulai pada tahun
1951, tetapi pelaksanaannya terjadi secara besar-besaran pada tahun
1958. Hal ini merupakan kelajutan pemberlakuan Undang-undang No.
78/1958 tentang investasi asing, yang intinya berisikan tentang
kebijakan anti-investasi. Ketika itu tumbuh subur pandangan bahwa
investasi asing bukan saja akan merupakan hambatan bagi
pembangunan ekonomi Indonesia, tetapi bahkan bertujuan hendak
mengnasai kehidupan perekonomian.43

Rejim orde lama juga membawa kejanggalan pada sistem moneter.
Bank-bank pertama yang membentuk sistem moneter Indonesia adalah
bank-bank asing hasil nasionalisasi kecuali Bank Negara Indonesia
yang didirikan pada tahun 1946. Karena kejanggalan dalam sejarah
sistem moneter Indonesia, maka pada tahun 1965, menteri untuk

urusan Bank Sentral menggabungkan semua bank milik pemerintah
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(termasnk Bank Indonesia). Tujuannya yaitu untuk mengelola dan
mengendalikan langsung aktivitas san sistem perbankan oleh satu
tangan yaitu pemerintah, sekaligus dalam rangka melaksanakan
gagasan “ekonomi terpimpin” yang dilancarkan oleh pemerintah ketika
itu.
b. Perekonomian Indonesia Masa Peralihan Tahun 1966-1968
Menyusul kudeta komunis yang gagal dalam bulan September
1965, sebuah pemerintah baru tampil sejak maret 1966. Rejim baru ini
mewarist keadaan perekonomian yang porak poranda, yaitu adanya:
a). Ketidak mampuan memenuhi kewajiban utang Iuar negeri lebih
dari USS$ 2 milliar,
b). Penerimaan ekspor yang hanya setengah dari pengeluaran untuk
impor barang dan jasa,
c¢). Ketidakberdayaan mengendalikan anggaran belanja dan
memungut pajak,
d). Laju inflasi 30-50 persen per bulan, dan
e). Buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan
kapasitas produktif sector industry dan ekspm'.44
Untuk mengatasi keadaan diatas maka ditetapkan beberapa langkah
prioritas kebijakan ekonomi berupa upaya-upaya:

a. Memerangi hiperinflasi,
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c. Merehabilitas prasarana perckonomian,
4. Meningkatkan ekspor,

e. Menyediakan dan menciptakan lapangan kerja, dan

f. Mengundang Kkembali investasi asing.

Secara keseluruhan, program ckonomi pemerintah orde baru ini
dibagi menjadi dua jangka waktu yang saling berkaitan yaitu jangka
pendek dan jangka panjang (rencana pembangunan lima
tahun/REPELITA).

Program ekonomi jangka pendek terdiri atas:

1).Tahap penyelamatan (Juli— Desember 1966)

2).Tahap rehabilitas (Januari — Juni 1967)

3).Tahap konsolidasi (Juli— Desember 1967)

4).Tahap stabilisasi (Januari — Juni 1968)

Dalam mendukung kebijakan jangka pendek, pemerintah
memperkenalkan kebijakan anggarad berimbang (balanced budget
policy). Sementara itu, berkenaan dengan beban utnang luar negeri,
terbentuk sebuah «konsorsium” Negara-negara donator bernama Inter-
Govermental Group oD Indonesia (IGGD).

Di sector moneter, telah dilakukan reformasi besar atas sistem
perbankan. Bersamaan dengan itu, Indonesia kembali menjadi anggota
International Monetary Fund (Indonesia keluar dari IMF pada bulan
agustus 1965). Tiga undang-undang paru tentang perbankan

diberlakukan yaitu:
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a.Undang-undang tentang Perbankan tahun 1967,
b.Undang-undang tentang Bank Sentral tahun 1968, dan
c.Undang-undang tentang Bank Asing tahun 1968.
d. Perekonomian Indonesia Era Pembangunan Jangka Panjang
Sejak tahun 1969, Indonesia memulai membentuk rancangan
pembangunan yang disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun
(REPELITA). Berikut penjelasan singkat tentang beberapa
REPELITA:
1. REPELITA 1(1969-1974).

Mulai berlaku sejak tanggal lapril 1969. Tujuan yang ingin
dicapai adalah pertumbuhan ekonomi 5% per tahun dengan sasaran
yang diutamakan adalah cukup pangan, cukup sandang, perbaikan
prasarana terutama untuk menunjang pertanian. Tentunya akan
diikuti oleh adanya perluasan lapangan kerja dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat.

2. REPELITA 1II (1974-1979)

Pada Repelita ini, target pertumbuhan ekonomi adalah
sebesar 7,5% per tahun. Prioritas utamanya adalah sektor pertanian
yang merupakan dasar untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam

negeri dan merupakan dasar tumbuhnya industri yang mengolah
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3. REPELITA III (1979-1984)

Pada Repelita ini, prioritas tetap pada pembangunan ekonomi
yang dititikberatkan pada sector pertanian menuju swasembada
pangan, serta peningkatan industri yang mengolah bahan baku
menjadi bahan jadi.

4. REPELITA IV (1984-1989)

Ini merupakan peningkatan dari REPELITA III. Peningkatan
usaha-usaha untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong
pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata, memperluas
kesempatan Kkerja. Priorotasnya untuk melanjutkan usaha
memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan industri
yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.

5. REPELITAV

Pada Repelita ini, pertumbuhan rata-rata 6,70% per tahun,
dibandingkan rata-rata .5,32% dalam pelita sebelumnya. Ekspir
komoditas nonmigas meningkat pesat, Indonesia bahkan mulai
berhasil mengekspor berbagai produk industry. Periode ini
mengantarkan Indonesia menjadi sebuah Negara industri baru (a
newly industrialized country /NIC).

6. REPELITA VI
Tareget-target yang dicapai pada repelita VI adalah:

a. Pertumbuhan Ekonomi secara keseluruhan 6,2 %
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c. Sektor Industri 9 %
d. Sektor Manufaktur di Luar Migas 10,0 %
e. Sektor Jasa 6,5%
f. Laju Inflasi 5,0 %
g. Eksport non Migas 16,5 %
h. Eksport Manufaktur 17,5 %
i. Debt Service Ratio 20,0 %
j. GDP Rp. 2.150,0 triliun
k. Nilai Investasi Rp. 660,1 triliun
Jika melihat repelita tersebut, maka pembangunan ekonomi
menurut REPELITA adalah mengacu pada sektor pertanian menuju
swasembada pangan yang diikuti pertumbuhan industri bertabap di
Indonesia.
2. Gambaran Umum Perekonomian Indonesia Tahun 2010-2011
Melihat kondisi perckonomian Indonesia pada tahun 2010, ada
optimisme yang terjadi dalam ruang perekonomian Indonesia. Harian The
New York Times, edisi 5 Agustus 2010 menyebut: Indonesia adalah
sebuah model ekonomi, setelah melewati krisis lebih dari sepuluh tahun.
Sementara Financial Times (12/08/2010) mengatakan, perckonomian
Indonesia merupakan peluang yang tengah terbangun.”’
Akan tetapi dalam pelaksanaannya dalam perekonomian Indonesia

memiliki tantangan struktural yang menjadi hambatan dalam perbaikan

4 Anonim.http:!!idsgha_m.com!blog—news-saham-Prospek—Ekonomi-Makro-ZOl 1-Optimisme-
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ekonomi secara internasional maupun naional. Kegagalan Indonesia dalam
mengelola persoalan-persoalan mendasar dalam perekonomian, justru
akan mempersulit kemajuan dibidang ekonomi. Indonesia hanya akan
menjadi bangsa yang labil, karena hanya menjadi target investasi
portofolio jangka pendek.

Ekonomi Indonesia dilihat dari prospek perbankan pada prinsipnya
telah mengupayakan kegiatan ekonomi modern di tengah-tengah
perbankan global, perbankan Indonesia justru membukukan tingkat
keuntungan yang tinggi, selain menunjukkan tingkat kehati-hatian.
Tingkat Net-Interest Margin (NIM) perbankan Indonesia yang mencapai
angka sekitar 5,7 persen, merupakan angka paling tinggi dibandingkan
dengan negara-negara sekitar. Bandingkan dengan Singapura yang NIM
nya hanya sekitar 2 persen, Malaysia 2,3 persen, Thailand 3,3 persen. Jadi,
terbukti jika para bankir asing sangat berminat masuk ke Indonesia, di
samping karena potensi pasarnya yang masih sangat luas. 46

Dalam laporan Bank Dunia, Financial Access 2010, terlihat bahwa
jumlah penabung per 1.000 orang di Indonesia masih sangat kecil, yaitu di
bawah 1.000. Sementara, Thailand sudah mencapai sekitar 1.500. Bahkan
Malaysia sudah lebih dari 3.000. Kecenderungan yang sama juga terjadi
dalam hal jumlah pinjaman per 1.000 penduduk. Kita sejajar dengan
Kamboja dan Mongolia, dan tertinggal jauh dari Malaysia. Bahkan kita

jauh di bawah angka rata-rata untuk negara sedang berkembang.
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Data lain yang juga menunjukkan rendahnya sektor finansial di
Indonesia adalah rasio jumlah uang beredar (broad money/M2) terhadap
PDB yang juga masih kecil, dan bahkan ada kecenderungan semakin
mengecil hingga tahun 2007 Jalu. Tentu hal ini perlu mendapatkan
perhatian serius dari otoritas moneter dan pemerintah.

Melihat perekonomian Indonesia dari Pasar modal Indonesia masih
dinilai murah dibandingkan dengan bursa regional lainnya seperti China
dan India dengan PER 21 dan 20,5.Price earning ratio (PER) BEI
diprakirakan berada pada tingkat 13-15% pada 2010. Nilai PER tersebut
masih jauh di bawah rerata historisnya yaitu sekitar 35 Yen. Ekonomi
dunia semakin kondusif karena penetapan suku bunga global yang relatif
rendah sehingga tidak berpotensi membebani pelaku usaha international.
Sebagai referensi tingkat bunga Federal Reserve F und Target sekitar
0,25%, Euro stabil pada 1% dan Yen di 0,1-0,2% sampai akhir 2010.

Salah satu modal penting perekonomian Indonesia 2010 adalah
capaian laju inflasi. Pada April 2010, inflasi tercatat 0,15 persen.
Dibandingkan tzhun-tahun sebelumnya, capaian ini tergolong bagus.
Dalam empat bulan pertama 2010, inflasi berhasil dikendalikan hingga
1,15 persen. Jika dihitung secara proporsional, inflasi 2010 akan mencapai
4,6 persen.

Inflasi rendah yang mempengaruhi perekonomian Indonesia pada
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bulan-bulan pertama setiap tahun biasanya berpotensi meningkat karena
faktor musiman, yaitu:

1). Disebabkan karena bencana alam,

2). Disebabkan kegagalan panen dari sector pertanian,

3). Buruknya distribusi barang, dan seterusnya.

Semua faktor tersebut diatas yang mempengaruhi perekonomian
Indonesia, terutama pada April 2010. Faktor lain yang bisa
menyebabkan inflasi adalah kurs ﬁpiah. Rupiah terus menguat dan
stabil pada level antara Rp 9.000 hingga Rp 9.300 per USD.
Penyebabnya sangat jelas, yakni karena arus modal asing jangka
pendek yang memborong saham dan surat berharga domestik. Bahkan
cadangan devisa yang dikuasai Bank Indonesia (BI) mencapai angka
tertinggi dalam sejarah, yakni USD 77 miliar.

Dalam siaran pers Bank Indonesia ini juga menginformasikan
secara jelas tentang kebijakan ekonomi lanjutan yang terdiri dari:

a). Kebijakan penguatan stabilitas moneter,

b). XKebijakan mendorong peran intermediasi perbankan,

c). Kebijakan meningkatkan ketahanan perbankan,

d). Penguatan kebijakan makroprudential,

€). Penyempurnaan kebijakan dalam penguatan pengawasan.

Dari beberapa kebijakan diatas, menutup tahun 2010 dan akan

berlaku pada tahun 2011 ini, ada 3 kebijakan lanjutan yang membahas
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Pengaturan Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariaﬁ serta Kualitas Aktiva Bagi Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah, penyempurnaan Pengaturan Restrukturisasi
Pembiayaan pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan
penyempurnaan Batas Maksimum Pembiayaan Dana (BMPD) BPR
Syariah.*’

Ketentuan dari sistem perekonomian yang di lihat dari berbagai
aspek diatas adalah merupakan bentuk gambaran perekonomian
Indonesia pada priode tahun 2010-2011. Banyak faktor yang
mempengaruhi sistem pelaksanaan perekonomian Indonesia dari tahun
ke tahun, yang secara nasional maupun internasional disebabkan oleh
campur tangan ekonomi internasional yang di lakukan oleh berbagai
Negara, salah satunya adalah Amerika Serikat.

3. Prospek Perekonomian Indonesia Kedepan

Indikator perckonomian Indonesia di akhir tahun 2010 ini
memperlibatkan tanda-tanda positif. Cadangan devisa sudah mencapai
angka sekitar 93 miliar dollar AS. Indeks saham BEI sudah mencapai
angka di atas 3600. Rupiah cukup kuat bergerak di sekitar Rp 8900 -
9100/USD. Ketiga hal di atas tersebut menguat disebabkan oleh aliran
modal asing ke Indonesia yang sangat luar biasa, khususnya ke pasar
modal dan pasar uang. Termasuk, naiknya harga-harga komoditas dasar di

pasar global membuat perckonomian Indonesia semakin membaik. Di

T ek 2 T v AT W o a1 X AN Telinetne YVasrmoaas fiRhar ITndanoacia



65

samping itu, gaya pemerintahan sekarang yang sangat pro pasar bebas,
sehingga para investor asing merasa sangat nyaman berbisnis di Indonesia.
Oleh karena itu, dalam jangka pendek perekonomian indonesia memiliki
prospek yang sangat bagus, dan di tahun 2011 perekonomian Indonesia
akan semakin membaik.

Untuk pembangunan ekonomi domestic, dapat dilihat dari
distribusi uang dari sektor perbankan ke sektor usaha sudah semakin
membaik. Peran bank umum besar dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
semakin luar biasa untuk membantu keuangan usaha kecil menengah. Saat
ini mendapatkan modal usaha dari bank untuk usaha kecil menengah
mungkin tidak sesulit zaman dulu. Sekarang bank semakin memahami
kekuatan usaha kecil menengah dan memiliki motivasi yang sangat luar
biasa untuk membantu keuangan usaha kecil menengah. Artinya,
perekonomian domestik dengan kekuatan usaha kecil, menengah, dan
usaha non formal akan memperkuat fondasi perekonomian domestik
Indonesia di sepanjang tahun 2011. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di
tahun 2011 akan berada disekitar 5,8% — 6,2%. Rupiah akan berada di
sekitar 8900/9400 per dollar Amerika Serikat. Dan di tahun 2011
perjalanan perekonomian Indonesia akan terlihat lebih meningkat.

Untuk memperkecil risiko yang tidak diinginkan, perekonomian
Indonesia harus selalu dikelola secara sangat berhati-hati. Sebab, dana-

dana investasi yang masuk cukup besar ke pasar modal dan pasar uang
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harus lebih mengontrol keterbatasan energi listrik untuk mendorong
terciptanya investasi di sektor riil. Persoalan infrastruktur juga sangat perlu
di perhatikan. Melihat bahwa dari semua sector yang ada di Indonesia
merupakan dorongan untuk membantuk perekonomian Indonesia.
4. Perkiraan Prospek Perekenomian Indonesia

Prospek Perekonomian di Indonesia diperkirakan akan lebih baik
dari perkiraan semula. Pertumbuban ekonomi Indonesia dapat mencapai
5,5-6,0% pada tahun ini dan di perkirakan akan meningkat menjadi 6,0-
6,5% pada 2011. Di samping tetap kuatnya permintaan domestik,
perbaikan terutama bersumber dari sisi eksternal sejalan dengan pemulihan
ekonomi global, seperti terlihat dari ekspor yang mencatat pertumbuhan
positif sejak triwulan IV-2009. Hal itu juga menjadi alasan terbesar
prospek perekonomian Indonesia mampu bertahan dan berkembang. a8

Adapun alasan lain yaitu Pemulihan ekonomi global sangat jelas
terlihat dari berbagai indikator ekonomi baik di negara maju (Amerika
Serikat dan Jepang) maupun di kawasan Asia (Cina dan India). Pemulihan
ekonomi global berdampak positif terhadap perkembangan  sektor
eksternal perekonomian Indonesia. Dengan demikian prospek ekonomi
Indonesia akan lebih baik dari perkiraan semula. Dalam Kegiatan Ekspor
Impor di Indonesia, Kinetja ekspor mon migas Indonesia yang pada
triwulan IV-2009 mencatat pertumbuhan cukup tinggi, yakni mencapai

17% dan masih berlanjut pada Januari 2010. Hal itu tidak hanya terjadi
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pada komoditas pertambangan dan pertanian, tetapi juga ekspor komoditas
manufaktur yang mulai meningkat.

Salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang dapat di tingkatkan adalah:

a. Peningkatan ekonomi di bidang Pertambangan

b. Bidang Pertanian

¢. Bidang Perkebunan

d. Energi

e. Infrastruektur

f. perdaganagan dan lain sebagainya

Perkembangan bidang perekonomian diatas juga didukung oleh
pertumbuhan di sektor industri dan sektor perdagangan yang lebih tinggi
dari perkiraan awal. Sementara itu, aktivitas impor sedikit meningkat
sejalan dengan peningkatan ekspor tersebut, meskipun pada tingkat yang
masih rendah. Transaksi berjalan di triwulan I-2010 diperkirakan mencatat
surplus yang lebih besar dari perkiraan semula. Disamping kinerja ekspor
yang membaik tersebut, kegiatan konsumsi swasta juga menunjukkan
perbaikan. Hal ini dikonfirmasi oleh peningkatan berbagai indikator
konsumsi seperti impor barang konsumsi, penjuaian mobil dan motor,

serta penjualan ritel. Untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga
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karena income effect dari perbaikan ekspor dan terjaganya tingkat

keyakinan konsumen. 49

Secara umum prospek perekonomian Indonesia, disebabkan oleh

beberapa faktor, yaitu:

a). Pertumbuhan ekonomi Indonesia (PDB) diprakirakan akan terus

b).

naik menjadi 5,5-6,0%. Sedangkan BI rate naik menjadi sekitar
7,0-7,5% dari 6,5% dan inflasi meningkat menjadi 5,2-5,5%
dari 2,8%. Prediksi indikator ekonomi makro tersebut dinilai
kondusif untuk melakukan investasi di pasar modal. Estimasi
pendapatan dan keuntungan (earning) emiten BEI akan
mengalami peningkatan sekitar 14-17% karena semakin
membaiknya perekonomian nasional dan kinerja ekspor
terutama komoditas perkebunan dan pertambangan.

Disamping itu perekonomian Indonesia didukung tiga pilar
penting yaitu pasar domestik yang sangat besar, rencana
pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun ke depan, dan
potensi komoditas pertambangan dan perkebunan yang besar.
Indikator sektor riil seperti penjualam mobil, motor dan
konsumsi semen terus membaik sebagai ukuran tingkat daya
beli masyarakat luas. Pasar modal Indonesia masih dinilai

murah dibandingkan dengan bursa regional lainnya seperti
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(PER) BEI diprakirakan berada pada tingkat 13-15% pada
2010.

Menurut ketentuan diatas, bahwa prospek perekonomian Indonesia
masih akan berkembang dengan baik pada tahun 2011 dan kedepannya.
Namun, masih ada beberapa tantangan dan risiko yang timbul yang periu
diantisipasi sejak dini. Tantangan dan risiko itu berasal dari domestik dan
global. Bila tantangan dan risiko tersebut bisa diatasi, maka akan optimis
prospek ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi. Berikut tantangan dan
risiko domestik yang perlu diantisipasi adalah:

I. Tantangan atas kemungkinan terjadinya gelembung nilai aset

(asset bubble) dan inflasi karena kurangnya daya serap
ekonomi nasional terhadap masuknya modal asing, termasuk
jangka pendek.

2. Risiko terhentinya arus modal masuk dan bahkan terjadinya

penarikan kembali modal masuk dalam jumlah besar.

3. Subsidi energi dan alokasi yang tidak efisien.

4, Risiko inflasi, terutama dipicu oleh komponen makanan,

pendidikan, dan ekspektasi inflasi

5. Infrastruktur dan interkoreksi (transportasi) yang kurang

memadai.

6. Peningkatan daya saing, perbaikan pendidikan dan pelatihan

serta penambahan pasokan tenaga teknik terdidik, menjadi
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produksi (utamanya yang padat karya), menghambat investasi
dan mengurangi penciptaan nilai tambah dan lapangan
pekerjaan.

7. Daya serap atau belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang masth belum optimal.

8. Risiko berkaitan dengan politik dan hukum.

9. Risiko perubahan iklim, bencana alam, dan krisis kevangan.

Sementara tantangan dan risiko global pada Tahun 2011 yang perlu

diantisipasi, diantaranya:

1. Pemulihan ekonomi negara maju masih akan lama akibat
persoalan yang lebih struktural sehingga akan berdampak
negatif terhadap pemulihan ekonomi dan perdagangan dunia.

2. Geopolitic-Geoeconomy (G2), dimana penyelesaian persoalan
ketidakseimbangan ekonomi dumia, perang kurs, dan potensi
perang Korea sangat tergantung G2 (China-AS), bukan G20.
Adanya hubungan saling membutuhkan, "benci tapi rindu"
anatara AS dan China, sechingga seharusnya mereka mencari
penyelesaian secara kooperatif.

3. Kebijakan banjir likuiditas AS melalui Quantitative Easing 2
diambil dalam rangka menyelamatkan diri sendiri. Genderang

perang kurs telah ditabuh, dipicu oleh kebijakan AS
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uvang dunia. Diperkirakan, kebijakan ini masih akan terus
berlangsung sepanjang tahun 2011,

4. Dilema perang kurs, dan

5. Risiko gagal bayar utang negara-negara Eropa.

Di samping itu perekonomian Indonesia didukung tiga pilar
penting yaitu pasar domestik yang sangat besar, rencana pembangunan
infrastruktur dalam 5 tahun ke depan, dan potensi komoditas
pertambangan dan perkebunan yang besar. Indikator sektor riil seperti
penjualam mobil, motor dan konsumsi semen terus membaik sebagai

ukuran tingkat daya beli masyarakat luas.

. Latar Belakang Kebijakan Utang Luar Negeri Indonesia
1. Sejarah Utang Indonesia Terhadap Amerika Serikat Sebagai Dasar
Kepentingan
Transaksi utang luar negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat
tidak bisa dipandang sebagai transaksi utang piutang biasa. Hal ini
dibuktikan oleh kehadiran utang luar negeri yang telah berlangsung sejak
awal kemerdekaan, serta adanya kepentingan Amerika terhadap
perekonomian Indonesia, yang kemudian kemudian berlanjut pada masa
pemerintahan Soeharto dan masih berlangsung pemerintahan saat ini.
Kemerdekaan Indonesia mendapat pengakuan dalam Konferensi

Meja Bundar (KMB), setelah pemerintah Indonesia mau menanggung
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dalamnya ada intervensi dari Amerika Serikat. Sejak tahun 1950,
pemerintah Indonesia telah memiliki utang yang terdiri dari utang luar
negeri warisan Hindia Belanda senilai US$ 4 miliar dan utang luar negeri
baru Rp 3,8 miliar.

Berlanjut ke periode 1950-1956 pembuatan utang selalu diikuti
dengan adanya intervensi dari pemberi utang (asing) yaitu Amerika
Serikat, Peristiwa pertama intervensi asing dalam pemberian utang ini
terjadi pada tahun 1950, ketika pemerintah AS bersedia memberikan
pinjaman sebesar US$100 juta. Melalui pemberian utang tersebut,
pemerintah Amerika Serikat (AS) menekan Indonesia untuk mengakui
keberadaan pemerintahan Bao Dai di Vietnam. Karena tuntutan tersebut
tidak segera dipenuhi, pemberian pinjaman itu akhirmya tertunda
pencairannya. >°

Peristiwa kedua terjadi pada 1952. Setelah menyatakan
komitmennya untuk memberikan pinjaman, pemerintah AS kemudian
mengajukan tuntutan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk
mengembargo pengiriman  bahan-bahan mentah strategis ke China.
Sebagai negara produsen karet dan anggota PBB, secara tidak langsung
tuntutan tersebut ‘terpaksa’ dipenuhi Indonesia. Peristiwa yang paling
dramatis terjadi pada 1964. Menyusul keterlibatan Inggris dalam
konfrontasi dengan Malaysia, pemerintah Indonesia segera menyikapi hal

itu dengan menasionalisasikan perusahaan Inggris. Ini adalah nasionalisasi
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kedua yang dilakukan Indonesia setelah nasionalisasi perusahaan Belanda
pada 1956.

Mengetahui hal itu, pemerintah AS segera turut campur. Setelah
beberapa waktu sebelumnya menekan Indonesia untuk mengaitkan
pencairan pinjamannya dengan program stabilisasi IMF, AS kemudian
mengaitkan pencairan pinjaman berikutnya dengan tuntutan untuk
mengakhiri konfrontasi dengan Malaysia. Campur tangan AS tersebut-di
tengah maraknya demonstrasi menentang pelaksanaan program stabilisasi
IMF di Tanah Air-ditanggapi Soekarno dengan mengecam utang luar
negeri dan menentang AS. Pernyataan,”Go to hell with your aid”, yang
sangat terkenal itu adalah bagian dari ungkapan kemarahan Soekarno
kepada negara tersebut. Penolakan Soekarno yang sangat keras tersebut
harus dibayar dengan kejatuhannya dari kusrsi Kepresidenan. Ketika krisis
ekonomi-politik nasional memuncak pada 1965, Soekarno secara
sistematis mendapat tekanan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada
Soeharto tepat 11 Maret 1966. Hal ini menandai berakhirnya era
bemerintahan Soekarno dan dimulainya era pemerintahan Soeharto dengan
Orde Baru-nya di Indonesia.

Pada era pemerintahan Socharto, selain Indonesia kembali dalam
kontrol IMF dan Bank Dunia, kedua jenis warisan utang pada masa
Sockarno juga disepakati untuk dibayar. Utang luar negeri warisan Hindia

Belanda disepakati untuk dibayar selama 35 tahun terhitung sejak 1968,
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disepakati untuk dibayar selama 30 tahun terhitung sejak 1970, dan bakal
lunas pada 1999. Selain itu para pemegang otoritas kebijakan ekonomi
Indonesia pada masa Orde Baru ini diisi oleh orang-orang yang dibina oleh
pemerintah Amerika Serikat. Mereka membawa perekonomian Indonesia
kearah ekonomi pasar liberal atau liberalisme. Para penguasa kebijakan ini

kemudian dikenal dengan sebutan Mafia Berkeley.

2. Penyebab Utang Luar Negeri Indonesia

Salah satu beban ekonomi Indonesia adalah utang luar negeri yang
terus bertambah. Hutang luar negeri indonesia khususnya terhadap Amerika
Serikat semakin meningkat, mengingat pembayaran cicilan dan bunganya
yang begitu besar. Biaya ini sudah melewati kapasitas yang wajar schingga
biaya untuk kepentingan-kepentingan yang begitu mendasar dan mendesak
menjadi sangat minim yang berimplikasi sangat luas. ° !

Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, yang memiliki
ciri-ciri dan persoalan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang hampir
sama dengan negara berkembang lainnya, Indonesia sendiri tidak terlepas
dari masalah utang luar negeri, dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, utang
luar negeri telah memberikan sumbangan yang cukup besar bagi
pembangunan di Indonesia. Bahkan utang luar negeri telah menjadi sumber

utama untuk menutupi defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara

(APBN), serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan
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Produk Domestik Bruto (PDB) yang pada akhirnya dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.

Meskipun utang luar negeri {(foreign debt) sangat membantu mentupi
kekurangan biaya pembangunan dalam Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) namun persoalan pembayaran cicilan dan bunga menjadi
beban yang terus-menerus harus dilaksanakan,apalagi nilai kurs rupiah
terhadap dollar cenderung tidak stabil setiap hari bahkan setiap tahunnya.
Pertengahan tahun 1997 Indonesia telah mengalami krisis moneter yang
disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya besarnya jumlah hutang swasta
jangka pendek dan menengah serta utang-utang pemerintah yang
menyebabkan nilai tukar Rupiah tertekan, kebijakan fiskal dan moneter yang
tidak konsisten, membesarnya defisit neraca berjalan dan terdepresiasinya
mata vang dan berimbas pada nilai dollar.

Di Indonesia hal ini juga membuat terjadinya krisis kepercayaan
masyarakat terhadap Rupiah sehingga masyarakat menyerbu Dollar untuk
mengamankan kekayaanya. Dengan adanya krisis ekonomi tersebut kinerja
perbankan Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang memburuk.
Hal ini ditandai dengan hilangnya kepercayaan masyarakat dengan
terjadinya penarikan besar-besaran (Rush). Berdasarkan data Bank

Indonesia, Jumlah pinjaman luar negeri pasca krisis terus meningkat yaitu
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pada tahun 1998 dan 1999 jumlah utang luar negeri Indonesia adalah US$
20.567,00 dan US$ 110.934,00.%

Pasca awal terjadinya Kkrisis, yaitu tahun 1999 pemerintah sudah
mengambil langkah seribu untuk menambah jumlah hutang atau pun
pinjaman dari pihak asing. Meningkatnya jumlah pinjaman pada tahun 2000
yakni sebesar US$ 133.073,00 terjadi karena adanya tindakan pemerintah
untuk menstabilkan nilai rupiah terhadap mata uang asing sehingga hal ini
membutuhkan cadangan devisa yang sangat besar, sementara cadangan
devisa sebelumnya sudah terkuras untuk menghadapi kepanikan masyarajat
yang secara beramai-ramai membeli dollar secara besar-besaran dengan
asumsi dollar akan naik lagi.

3. Pengaruh Utang Luar Negeri Indonesia

Secara langsung, bahwa utang luar negeri Indonesia memiliki
pengaruh pada sistem perekonomian domestik, misalnya dalam proses
pembangunan ekonomi jangka panjang maupun jangka pendek yang harus
ditanggung oleh pendapatan Negara kemudian dipotong untuk membayar
bunga utang utang luar negeri. Dalam konteks ini bahwa utang luar negeri

Indonesia terjadi dengan Negara Amerika Serikat.
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2. Ketergantungan bisnsin dengan Negara luar, seperti Amerika
Seriakat

3. Suku Bunga yang terlalu tinggi dalam pinjaman luar negeri

4. Adanya kebutuhan domestik di bidang ekonomi dan militer

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, yang didahului oleh krisis
moneter di Asia Tenggara, telah banyak merusakkan sendi-sendi
perekonomian negara yang telah banyak dibangun selama PJP I dan awal
PJP II. Penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, juga
sebagian negara-negara di ASEAN, adalah ketimpangan neraca pembayaran
internasional. Defisit current account ditutup dengan surplus -capital
account, terutama dengan modal yang bersifat jangka pendek (porfofolio
invesment), yang relatif fluktuatif. Sehingga, apabila terjadi rush akan
mengancam posisi cadangan devisa negara, akhirnya akan mengakibatkan
terjadinya krisis nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing. Hal
inilah yang menyebabkan beban utang luar negeri Indonesia, termasuk utang
Iuar negeri pemerintah, bertambah berat bila dihitung berdasarkan mata uang
rupiah. 53

Sebelum terjadinya krisis hampir semua indikator-indikator kinerja
ekonomi Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik. Ada sementara
hubungan terutama kalangan bank sentral yang mengkhawatirkan bahwa

ekonomi mulai memanas (overheating), tetapi tidak ada tanda-tanda yang
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Salah satu indikatonya adalah pertumbuhan ekonomi yang mana sejak akhir
dasawarsa 1980-an ekonomi tumbuh rata-rata sekitar 8% per tahun dan pada
pertengahan 1997 tumbuh dengan laju tahunan 7,4%.

Indonesia pernah memiliki suatu kondisi perekonomian yang cukup
menjanjikan pada awal dekade 1980-an sampai pertengahan dekade 1990-
an. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, pertumbuhan
ekonomi Indonesia sejak tahun 1986 sampai tahun 1989 terus mengélami
peningkatan, yakni masing-masing 5,9% di tahun 1986, kemudian 6,9% di
tahun 1988 dan menjadi 7,5% di tahun 1989. Namun pada tahun 1990 dan
1991 pertumbuban ¢konomi Indonesia mencatat angka yang sama yakni
sebesar 7,0%, kemudian tahun 1992, 1993, 1994, 1995, dan 1996, masing-
masing tingkat pertumbuhan ekonominya adalah sebesar 6,2%, 5,8%, 7,2%,
6,8%, dan 5,8%.

Angka inflasi yang stabil, jumlah pengangguran yang cukup rendah
seiring dengan kondusifnya iklim investasi yang ditandai dengan
kesempatan kerja yang terus meningkat, angka kemiskinan yang cukup
berhasil ditekan, dan sebagainya. Namun, pada satu titik tertentu,
perekonomian Indonesia akhirnya runtuh oleh terjangan krisis ekonomi yang
melanda secara global di seluruh dunia. Ini ditandai dengan tingginya angka
inflasi, nilai kurs Rupiah yang terus melemah, fingginya angka

pengangguran seiring dengan kecilnya kesempatan kerja, dan ditambah lagi
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kurs Rupiah yang semakin melemah karena ufang luar negeri Indonesia
semuanya dalam bentuk US Dollar.

Adanya penyebeb turunnya perckenomian Indonesia tersebut
disebabkan dengan tidak adanya dukungan mikro ekonomi yang kuat.
Permasalahan yang masih tidak dapat diselesaikan sampai saat ini adalah
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terlalu tinggi di Indonesia,
sumber daya manusia Indonesia kurang kompetitif, jiwa entrepreneurship
yang kurang, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut di atas tidak dapat
dipungkiri bahwa berbagai komponen dalam neraca pembayaran yang dalam
hal ini adalah utang luar negeri (foreign debr) turut mempengaruhi keadaan
perekonomian di suatu negara.

Negara-negara yang umumnya merupakan negara yang sedang
berkembang masih terus berusaha untuk menyempurnakan ekonomi
internasionalnya. Pertumbuhan ekonomi (growsh) merupakan salah satu
indikator perckonomian yang dipengaruh oleh berbagai macam variabel,
salah satunya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Hutang luar negeri
(foreign debf) adalah variabel yang bisa saja mendorong perekonomian
sekaligus menghambat pertumbuhan ekonomi. Mendorong perekonomian
maksudnya, jika hutang-hutang tersebut digunakan untuk membuka
lapangan ketja dan investasi dibidang pembangunan yang pada akhirnya
dapat mendorong suatu perekonomian di Indonesia, sedangkan yang dapat

menghambat pertumbuhan apabila utang-utang tersebut tidak dipergunakan
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atas penanggung jawab utang-utang itu sendiri. Saat ini sudah banyak kasus
penyalahgunaan dana pemerintah yang berasal dari utang luar negeri
Indonesia seperti yang terjadi pada jaman orde baru.

Kondisi tersebut diatas yang merupakan penyebab atau latar belakang
terjadinya peningkatan utang luar negeri Indonesia. Indonesia selama im
menempatkan utang sebagai salah satu tiang penyangga pembangunan,
sebagai komponen penutup kekurangan. Saat Indonesia mendapat dana
bantuan dari oil boom, utang luar negeri tetap saja menjadi komponen utama
pemasukan di dalam angaran belanja pemerintah. Pada saat Indonesia telah
mulai menganut sistem anggaran defisit/surplus sejak tahun 2005,
komponen pembiayaan utang luar negeri cukup besar. Ketentuan dalam
kebijakan ekonominya pemerintah selalu mengatakan bahwa utang luar
negeri hanya sebagai syarat formal, namun pada prinsipnya bahwa utang
luar negeri Indonesia adalah merupakan penghambat perekonomian Negara

Indonesia. **

C. Proses Pengambilan Kebijakan Utang Luar Negeri Indonesia

1. Bentuk Penentuan Kebijakan

Dalam proses pengambilan kebijakan utang luar negeri Indonesia,
khusunya terhadap Negara Amerika Serikat dilakukan dengan
menggunakan empet penentuan kebijakan. Semua kebijakan yang diambil
oleh pemerintah Indonesia diharapkan dapat meringankan utang secara

internasional.

A
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Strategi yang diujikan dalam pengambilan kebijakan utang luar
negeri Indonesia yaitu:

a. Kebijakan melakukan reschedulling (penjadwalan kembali)
terhadap utang luar negeri,

b. Kebijakan untuk menata kinerja BUMN,

¢. Pilihan melakukan default atas sebagian utang yang ada, serta

d. Kebijakan gabungan untuk menata BUMN agar menguntungkan,
memaksimalkan pendapatan dalam negeri dengan memaksimalkan
potensi dalam negeri (pajak dan pendapatan minyak).

Keempat kebijakan tersebut pada dasamya bertujuan untuk
memilih alternatif yang bisa mengurangi beban utang luar negeri dalam
jangka panjang. Semua strategi tersebut diuji dalam dua keadaan, yaitu
jika ketersediaan dana internasional tidak terbatas, dan jika pinjaman yang
bisa diberikan dunia internasional terbatas.

Hasil simulasi memperlihatkan bahwa jika dana pinjaman tersedia
tidak terbatas maka pemerintah bisa selalu mengejar target pertumbuhan,
tetapi akan terjadi kesenjangan yang terus melebar antara keuangan yang
ada dengan pengeluaran yang diperlukan. Artinya, pertumbuhan yang
terjadi benar-benar ditopang oleh utang luar negeri. Default bukanlah
pilihan terbaik meski bisa mengurangi beban pemerintah. Melakukan

reschedulling hanya akan menggeser peningkatan pembayaran utang,
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Strategi yang berupaya memaksimalkan sumber-sumber dalam
negeri (minyak, pajak dan BUMN) ternyata bisa mengurangi kebutuhan
pinjaman oleh pemerintah, dan dengan demikian meningkatkan
kemampuan pemerintah untuk mengembalikannya. Disamping itu
pertumbuhan ekonomi yang terjadi relatif lebih baik dibandingkan dengan
perilaku pertumbuhan dalam strategi lainnya.

Dalam pengambilan kebijakan utang luar negeri Indonesia terjadi
adanya kesepakatann secara Internasional antara Amerika Serikat dengan
Indonesia. Pemerintah Kembali menyepakati utang sebayak US$ 5,5
miliar, terdiri dari Bank Dunia memberikan pinjaman US$ 2 miliar
melalui deferred drawdown option (penarikan sewaktu-waktu). >

Perkembangan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sejak akhir
tahun 1999 hingga akhir tahun 2008, angka stok ULN Indonesia berada
pada kisaran US$ 69 juta dollar, Pada akhir tahun 1999, posisi utang luar
negeri Indonesia berada pada angka US$ 61,897 juta dolar. Turun menjadi
US$ 60,770 juta dollar diakhir tahun 2000 dan diakhir tahun 2001 utang
hanya US$ 58.791 juta dollar. Peningkatan stok utang mulai terjadi sejak
tahun 2002 menjadi US$ 63,763 juta dollar, meningkat menjadi US$
68,914 juta dollar (2003), selanjutnya sebesar US$ 68,575 juta dollar
(2004), US$ 63,094 juta dollar (2005), US$ 62, 021 juta dollar (2006),

US$ 62,253 juta dollar (2007) dan menjadi US$ 65,446 akhir 2008.

55 [skandar , S. Wijoyo, “Pengendalian Moneter Dalam Sistem Nilai Tukar yang Fleksibel )
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Dengan jumlah utang luar negeri dalam Juta dollar saja, total
cicilan pokok, bunga dan biaya yang harus dibayar melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), setiap tahunnya, sejak tahun
2000 hingga tahun 2008 angkanya mencapai puluhan trilyunan rupiah.’®

Dengan jumlah stok Utang Luar Negeri Indonesia di posisi sekitar
US$ 65 juta dollar, dan tidak membuat transaksi utang baru, utang Indonesia
tidak akan lunas pada tahun 2045.

Pada Kenyataannya bahwa utang luar negeri tersebut masih belum
menggambarkan seluruh beban utang Indonesia. Utang itu baru
menggambarkan berasan utang Luar Negeri yang terdiri dari Utang Bilateral,
Kredit Komersial (Comerial Credit), Kredit Ekport (Export Credit), Leasing
dan utang Multilateral. Belum termasuk utang Pemerintah yang timbul akibat

penjualan SUN (Surat Utang Negara). Total Utang Pemerintah Indonesia,
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Hutang Luar Negeri Indonesia Dalam Trilyun Rupiah Priode Tahun

2000-2008
No | Ketentaan " Jumlah
1 Tahun 2000 {2001 {2002 (2003 |2004 {2005 {2006 |2007 2008
2 ULN 512 602 594 591 613 612 562 586 717
3 SUN 652 611 655 649 662 656 748 801 906
4 TOTAL 1,164 ] 1,263} 1,294 | 1,240 1,275 1,268 1,310 | 1,387 1.,623

Sumber : DMO, Perkembangan Utang Indonesia

Hingga pada akhir Januari 2009, total Utang Luar Negeri Indonesia

menjadi US$ 65.738 juta dollar (746 trilyun rupiah) dan utang Dalam Negeri

sebesar 920 trilyun rupiah. Sehingga sampai akhir Januari 2009, total utang

Pemerintah Indonesia berjumlah 1.667 trilyun rupiah. Jumiah ini sudah

merupakan jumlah ferbesar sepanjang sejarah utang Indonesia.

Pada tahun 2009 ini pemerintah Indonesia berniat menarik 40% saja

dari utang baru sebesar US$ 5,5 milyard yang telah disepakati, atau sekitar

US$ 2,2 milyard, maka posisi utang dari US$ 65 juta dollar mendadak

menjadi US$ 2,67 milyard. Jumlah tersebut, belum termasuk jumlah utang

SUN. Alasan Pemerintah Indonesia menanggung utang sebesar 5,5 milyard

a4 wu
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2. Strategi Pemerintah Indonesia dalam Mengendalikan Utang Luar

Negeri

Pada pelaksanaannya, jika melihat hutang Iuar negeri Indonesia yang

semakin membesar, maka pemerintah Indonesia akan meningkatkan

pendapatan negara dalam bentuk:

1) Perluasan jumlah wajib pajak dan peningkatan nilai pajak

2)

3)

4)

3)

6)

7

8)

yang harus dibayar,

Penjualan asset-asset negara melalui mekanisme privatisasi,
Peningkatan investasi melalui berbagai bentuk kemudahan
seperti tax holiday, jaminan risiko oleh Pemerintah, insentif
dan deregulasi serta fleksibelitas dan murahnya buruh.
Peningkatan eksport migas dan non migas,

Peningkatan target pemasukkan/setoran pendapatan dari
setiap departemen dan lembaga negara non departemen,
Pengurangan cadangan devisa untuk menstabilkan nilai tukar
rupiah.

Mengurangi alokasi anggaran tiap-tiap departemen dan
lembaga non departemen,

Mengurangi berbagai bentuk subsidi untuk rakyat sampai

pada batas 0 atau tidak ada subsidi.

Terbukti pemerintah Indonesia dalam pengambilan kebijakan
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kebijakan utang luar negeri bukan cara untuk meringankan hutang, namun
hanya sebagai syarat formal pelaksanaan dalam pengaturan utang.

Artinya kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis
dengan menyepakati utang sebesar 5,5 milyard dolar merupakan cara
mengatasi krisis dengan menciptakan krisis baru yang lebih besar, luas dan
menimbulkan ancaman serius dalam kurun waktu yang lama.

Besar kemungkinan Indonesia akan mengalami negara gagal bayar,
meski pemerintah berupaya semaksimal mungkin mengintensifkan pajak
perorangan dan pajak badan, menjual berbagai asset negara melalui
mekanisme privatisasi, bahkan jika pemerintah Indonesia menjual pulau-

pulau di Indonesia untuk kepentingan investasi, sebagai imbal pembayaran
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